BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 37 TAHUN 2005
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu mengubah Peraturan
Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437) ;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4165) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4022) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4027) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4028) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;



Menetapkan : PERATURAN BUPATI

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Nomor 1/ A) ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang

Nomor 4/ A) ;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 1/ A).

MEMUTUSKAN :

MALANG  TENTANG

PERUBAHAN

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005 PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini mengubah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

1.

Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan yang sah

Belanja :
APARATUR DAERAH
a. Belanja Administrasi Umum

b Belanja Operasi dan
Pemeliharaan

c. Belanja Modal/Pembangunan

PELAYANAN PUBLIK
a. Belanja Administrasi Umum

b. Belanja Operasi dan
Pemeliharaan

c. Belanja Modal/Pembangunan

d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan
Keuangan

e. Belanja Tidak Tersangka

Surplus/(Defisit)

Rp. 45.050.407.000,-
Rp.  579.004.766.000,-
Rp. 24.991.000.000,-
Rp.  170.069.202.600,-
Rp. 15.409.567.500,-
Rp. 14.944.527.000,-
Rp.  304.208.850.000,-
Rp. 65.092.868.900,-
Rp. 25.894.375.000,-
Rp. 99.685.062.441,-
Rp. 3.500.000.000,-

Rp.

Rp.

Rp.

649.046.173.000,-

200.423.297.100,-

498.381.156.341,-

Rp.

(49.758.280.441,-)



3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. 47.721.338.000,-
b. Pengeluaran Rp. -2.036.942.441,-
Rp. 49.758.280.441,-
Pasal 2

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I, Il dan Il Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Lampiran 1V, V, VI, VII, VIII dan IX Peraturan
Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 5

(1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal
31 Desember 2005 ;

(2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 02 Juni 2005
BUPATI MALANG

TTD,

SUJUD PRIBADI



Diundangkan di Malang
pada tanggal 03 Juni 2005
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 13/E



